
SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TULANG BAWANG,

a. bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negen
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan pembangunan Daerah Bagi Daerah
dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada
Tahun 2022, kepada Bupati yang masa jabatannya
berakhir Tahun 2022 agar menyusun dokumen
perencanaan pembangunan Menengah Daerah Tahun
2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2023-2026.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04).

11. Instuksi Menteri Dalam Negen Nomor 70 Tahun 2021
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2023-2026.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;

5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
daerah;

6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah;

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya
adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan
yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan,
mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;



8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 tahun;

9 Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026,
yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4
(empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai
dengan tahun 2026 akan digunakan oleh Pejabat (Pj.)
Kepala Daerah sebagai pedoman untuk
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah;

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat)
tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan
tahun 2026;

11. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;

12. Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun;

13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program¬
program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran;

14. Kineija adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur;

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih unit keija pada Perangkat Daerah
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur;

17. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan;

18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program;

19. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan;



20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendaatan,
belanja dan pembiayaan;

21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA
Perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BABII
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat)
tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun
2026;

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan Rancangan RKPD;

(4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan memperhatikan :
a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam

RPJMN Tahun 2020-2024;
b. Evaluasi hasil capaian kineija tujuan, sasaran dan

hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-
masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja
Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021;

c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh
kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021
dalam pencapaian hasil (outcome);

d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan
dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat
daerah;

e. Kebijakan Nasional;
f. Regulasi yang berlaku;
g. Saran dan/atau masukan dari pemangku

kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.



(5) Penentuan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat
Daerah memperhatikan tujuan, sasaran Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2023-2026 serta norma, standar, prosedur dan kriteria
yang ditetapkan pemerintah pusat yang menjadi
kewenangan daerah.

Pasal 3

(1) Renstra digunakan sebagai instrumen pengendalian dan
evaluasi penyelenggaraan urusan perangkat daerah;

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat
Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra dapat dilakukan perubahan apabila :
a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan

adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan
dengan kondisi eksisting;

b. Hasil pengedaian dan evaluasi menunjukkan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan
pencapaian kineija sampai tahun beijalan;

c. Teijadi perubahan yang mendasar;
d. Perubahan Renstra dapat dilakukan tanpa melalui

tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan,
dalam hal teijadi kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah
mempedomani perubahan RPD.

(2) Perubahan Renstra menjadi pedoman Penyusunan Renja
Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : PENDAHULUAN
Bab II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH
Bab III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Bab IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH
Bab V : TUJUAN DAN SASARAN
Bab VI : STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN
Bab VII : RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN

SERTA PENDANAAN
Bab VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN
Bab IX : PENUTUP



(2) Renstra Perangkat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Sebelum Renstra periode berikutnya ditetapkan,
penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun pertama
periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra
ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 30 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal ^0 MdM 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHON1

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR 1

I.SH.MH.M.Si
MBINATK I/IV.B

P. 19780117 199803 1 003

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : & TAHUN 2022
TANGGAL :3o PW TAHUN 2022

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

TAHUN 2023 - 2026

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Menggala;
4. Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Sosial;

10. Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Keluarahan;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
25. Dinas Pertanian;
26. Dinas Perdagangan;
27. Sekretariat Daerah;
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
31. Badan Pendapatan Daerah;
32. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
33. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;



34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
35. Inspektorat;
36. Kecamatan Menggala;
37. Kecamatan Banjar Agung;
38. Kecamatan Gedung Aji;
39. Kecamatan Rawa Jitu Selatan;
40. Kecamatan Gedung Meneng;
41. Kecamatan Penawar Tama;
42. Kecamatan Rawa Jitu Timur;
43. Kecamatan Banjar Margo;
44. Kecamatan Penawar Aji;
45. Kecamatan Menggala Timur;
46. Kecamatan Rawa Pitu;
47. Kecamatan Banjar Baru;
48. Kecamatan Dente Teladas;
49. Kecamatan Meraksa Aji;
50. Kecamatan Gedung Aji Baru;

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

Api.SH.MH.M.Si
binatk i/ivb

19780117 199803 1 003

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WINARTI


